BUPATI KOTABARU

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

: bahwa untuk melaksanaakan ketentuan Pasal 264 ayat (1)
Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

1.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



10.

11.

12.

-0

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 54958);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);



13.

14.

15.

16.

17.

18.
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Inovasi Daerah (Lembatan Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6123);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Partisipasi Masyarakat dalam  Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republikindonesia
Tahun 2078 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang
Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);



27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.
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Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor
6634);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);



35.

36.

37.

38.

39.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor
17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2009 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotabaru Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru
Tahun 2010 Nomor 05);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kotabaru Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru
Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 3
Tahun 2019 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotabaru Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

Menetapkan

Dan
BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2021 - 2026.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati
Kotabaru.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan
berakhirnya masa jabatan Bupati.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan
pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program
indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.

Arah kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh
Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
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15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam

(1)

(2)

(3)

(4)

bentuk wupaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil
yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJMD Tahun 2021 -
2026.

RPJMD RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memuat Visi, Misi dan prioritas pembangunan Bupati dan
Wakil Bupati.

RPJMD RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun.

Rincian Visi, Misi dan Program Pembangunan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran RPJMD Tahun
2021-2026 sebagaimana = tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJMD Tahun 2021 - 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

memuat:

Bab I : Pendahuluan.

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah.

Bab III ;. Gambaran Keuangan Daerah.

Bab IV : Permasalahan dan Isu Strategis
Pembangunan Daerah.

Bab V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.

Bab VI : Strategi, Arah Kebijakan dan
Program Pembangunan Daerah.

Bab VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan
dan Program Perangkat Daerah.

Bab VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah.

Bab IX : Penutup.
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Pasal 4

(1) RPJMD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun:
a. Renstra Perangkat Daerah dan sebagai acuan bagi seluruh
pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan
pembangunan selama kurun waktu 2021-2026; dan
b. RKPD.

(2) RPUMD menjadi pedoman bagi desa dalam menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai RKPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(3) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan RPJMD Tahun
2021-2022.

(4) Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan RPJMD Tahun 2021-2022
dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah.

(5) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), melibatkan Perangkat Daerah teknis.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7
(1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam
penyusunan perencanaan pembangunan Daerah.
(2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 8

(1) Pendanaan pelaksanaan RPJMD yang diatur dalam Peraturan
Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuiakan
dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

(1) Dalam hal pelaksanaan RPJMD Tahun 2021 - 2026 terdapat
kebijakan Pemerintah Pusat, kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi
atau kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten yang berimplikasi
terhadap dokumen RPJMD yang telah ditetapkan ini, maka akan
dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada Dokumen Rencana
Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(2) Kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkenaan pengaturan dan implementasi penyelenggaraan
kewenangan/urusan Pemerintahan Daerah dan kebijakan dibidang
keuangan terkait alokasi dana transfer ke Daerah.

(3) Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi atau kebijakan Pemerintah
Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan
pengaturan dan implementasi yang terkait susunan Perangkat
Daerah serta Peraturan Daerah lainnya yang berimplikasi terhadap
dokumen RPJMD ini.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kebijakan Daerah yang
telah ‘ditetapkan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Kotabaru nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotabaru tahun
2016 — 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 17)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 21 Oktober 2021

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 21 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2021 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, [JPROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: ( 12-110/2021)



